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Peternakan sapi perah di Indonesia didominasi oleh peternakan skala kecil, sehingga sulit untuk memperoleh 
akses informasi pasar dan menimbulkan biaya transaksi dalam penyediaan pakan, proses produksi, maupun 
penjualan susu. Namun, biaya transaksi cenderung tersembunyi dan diabaikan oleh peternak padahal dapat me-
mengaruhi keuntungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menghitung biaya transaksi yang 
dihadapi oleh peternak sapi perah, baik biaya transaksi eksplisit maupun implisit dengan menggunakan metode 
Transaction Cost Analysis (TCA). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Barat dengan mengklasifikasikan 
sampel berdasarkan skala usaha dan keterlibatan dalam lembaga koperasi. Biaya transaksi eksplisit yang 
dikeluarkan oleh peternak berupa biaya keanggotaan, biaya pulsa, tip petugas kesehatan hewan, biaya keamanan, 
dan biaya kebersihan Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Biaya implisit berupa biaya informasi yang dikeluarkan oleh 
peternak karena perbedaan harga ampas tahu dan ampas singkong dan biaya imbangan waktu (opportunity cost of 
time) dalam memperoleh pakan dan mengantar susu. Biaya transaksi implisit yang dikeluarkan oleh peternak sapi 
perah lebih besar daripada biaya transaksi eksplisit. Komponen biaya informasi memiliki proporsi tertinggi dari total 
biaya transaksi dengan persentase 41,65% pada anggota koperasi dan 48,16% pada yang bukan anggota koperasi. 
Jika dilihat dari skala usaha, peternak skala kecil mengalami biaya transaksi yang lebih besar karena biaya transaksi 
yang dihadapi bersifat fix cost. Berdasarkan keterlibatan dalam suatu lembaga, anggota koperasi mengeluarkan 
biaya transaksi yang lebih kecil dibandingkan dengan yang bukan anggota koperasi, walaupun perbedaan itu tidak 
cukup signifikan. Perbedaan biaya transaksi hanya Rp1,39/L untuk peternak dengan kepemilikan 15 ekor dan 
Rp7,09/L untuk peternak dengan kepemilikan 610 ekor.  
 




The dairy farm in Indonesia are dominated by small-scale farms causing it is difficult to obtain access to market 
information and raises transaction costs in the provision of fodder, the production process and the sale of milk 
produced. However, transaction costs tend to be hidden and neglected by the farmer while it can affect the farm 
profit. The objective of this research was to analyze and calculate the transaction costs faced by dairy farmers, either 
explicit or implicit transaction costs, using Transaction Cost Analysis (TCA). This research was conducted at West 
Bandung District and classifying samples based on the scale and the membership in cooperative institutions. The 
explicit transaction cost include membership fee, the pulses, tips for paramedics, security costs, and sanitation cost 
of Cooperatives Service Location (TPK). The Implicit transaction cost include information cost due to the price 
differences of tofu and cassava pulp and the opportunity cost of time in obtaining of feed and marketing the milk. 
The implicit transaction costs that were payed by the farmer were higher than the explicit transaction cost. 
Information cost component had the highest proportion of total transaction cost with the percentage of 41.65% in 
cooperative members and 48.16% in non-cooperation members. The small-scale dairy farmers paid higher 
transaction cost because transaction cost was a fixed cost. Based on institutional, the transaction cost paid by the 
cooperation members was lower than that paid by the non-cooperation members even though the difference was not 
significant. The difference in transaction cost only IDR1.39/L for the farmer with ownership of 15 cows and IDR7.09/L 
for ownership of 610 cows. 
 




Peternakan sapi perah di Indonesia didominasi oleh 
usaha skala kecil dan merupakan bisnis keluarga 
sehingga kurang efisien (Alvarez & Arias 2004). Pada 
umumnya, efisiensi usaha sering diukur dengan biaya 
produksi dan jarang diukur berdasarkan biaya tran-
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saksi. Padahal biaya transaksi juga memiliki dampak 
pada efisiensi, walaupun tidak berkontribusi secara 
langsung dalam proses menghasilkan output (Buitellar 
2004 dalam Lai & Tang 2016). Keputusan peternak 
dalam menggunakan input produksi juga dapat 
dipengaruhi oleh biaya transaksi (Elly 2008). 
Biaya transaksi muncul karena adanya kegiatan 
transaksi termasuk biaya untuk mencari mitra untuk 
bertransaksi, menyeleksi mitra yang terpercaya, nego-
siasi dengan mitra untuk mencapai kesepakatan, me-
ngirimkan produk, memantau kerja sama, dan men-
jalankan kesepakatan transaksi (Holloway et al. 2000). 
Biaya transaksi cenderung tersembunyi dan diabaikan 
oleh para peternak karena tidak dianggap sebagai 
biaya padahal dapat memengaruhi penerimaan dan 
dapat menurunkan daya saing. Rata-rata peternak 
skala kecil mengeluarkan biaya transaksi yang lebih 
besar dibandingkan dengan peternak skala besar 
karena sulitnya untuk mengakses informasi pasar 
(Staal et al. 1996; Aini 2016). 
Kelembagaan usaha yang sering dibentuk pada 
usaha ternak sapi perah adalah koperasi karena dapat 
meningkatkan daya saing terutama untuk usaha tani 
skala kecil. Pada usaha peternakan sapi perah, kope-
rasi memiliki peran penting dalam pemasaran yang 
berperan mengumpulkan susu segar dari para anggota 
untuk diolah menjadi berbagai produk olahan atau 
dipasarkan ke industri pengolahan susu (Yami et al. 
2017). Koperasi juga menyediakan input yang dibutuh-
kan oleh para peternak sehingga usaha tani skala kecil 
dapat membagi input produksi dengan koperasi untuk 
mencapai skala ekonomi dan mengurangi biaya pro-
duksi (Colombo & Villanueva 2017). Selain itu, fungsi 
lain koperasi adalah memfasilitasi inovasi dan akses 
terhadap teknologi (Chagwiza et al. 2016). Penelitian 
Odoemenem & Obinne (2010) menunjukkan bahwa 
keterlibatan peternak dalam koperasi adalah salah 
satu faktor yang memengaruhi adopsi teknologi. 
Peran kelembagaan menjadi faktor penting dalam 
usaha sapi perah di mana diharapkan keberadaan ke-
lembagaan mampu mengurangi biaya transaksi yang 
dikeluarkan oleh peternak. Dalam usaha ternak sapi 
perah, koperasi merupakan salah satu lembaga yang 
sering dibentuk agar dapat memperkuat posisi tawar 
peternak terhadap Industri Pengolahan Susu (IPS) 
yang merupakan konsumen terbesar produksi susu 
nasional. Kehadiran koperasi diharapkan dapat mena-
ngani masalah pemasaran susu segar yang meng-
hadapi ketidakpastian yang berbeda-beda, yaitu 1) 
Ketidakpastian harga karena tidak mengetahui harga 
yang akan mereka terima sebelum menjual susu, 2) 
Ketidakpastian perilaku akibat ketidakseimbangan ke-
mampuan negosiasi karena struktur pasar yang 
oligopsoni pada pemasaran susu, dan 3) Informasi 
yang tidak simetris antara kualitas dan klasifikasi susu 
yang biasanya ditentukan oleh industri pengolahan 
susu (Royer 2011). Sampai saat ini koperasi sapi perah 
belum mampu merepresentasikan kepentingan peter-
nak sapi perah. Hal ini dapat dilihat dari harga beli susu 
segar di tingkat peternak yang masih rendah karena 
ketergantungan koperasi pada IPS dalam mema-
sarkan susu segar (Priyono & Priyanti 2015). 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan Aini (2016) 
hanya menghitung biaya transaksi dalam pemasaran 
susu, padahal dalam penyediaan input dan proses 
produksi peternak juga melakukan transaksi yang 
menimbulkan biaya. Menurut Staal et al. (1996), biaya 
yang dikeluarkan oleh produsen dalam transaksi input, 
pinjaman, lahan, dan tenaga kerja perlu diteliti. Selain 
itu, dalam biaya transaksi terdapat biaya implisit yang 
sering diabaikan oleh peternak karena tidak dianggap 
sebagai biaya. Menurut Tricker et al. (2017), biaya 
implisit dapat lebih besar daripada biaya eksplisit dan 
memiliki dampak pada keuntungan bersih dan kinerja. 
Penelitian ini mencoba untuk menelaah biaya transaksi 
yang dikeluarkan oleh peternak, baik yang eksplisit 
maupun yang implisit, mulai dari penyediaan pakan 
sampai pada pemasaran susu. Dengan mengetahui 
besaran biaya transaksi dan penyebab timbulnya biaya 
transaksi maka dapat digunakan untuk meminimalkan 
biaya transaksi yang dihadapi oleh peternak sapi perah 
dan juga dapat mengenali bentuk dan struktur sebuah 
pertukaran atau transaksi (Furubotn & Richter 2005). 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi 
komponen biaya transaksi implisit dan eksplisit yang 
dihadapi oleh peternak sapi perah dan peyebab tim-
bulnya biaya tersebut dan 2) Menghitung besarnya 
biaya transaksi yang dihadapi oleh peternak sapi perah 






Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung 
Barat karena merupakan salah satu sentra produksi 
susu terbesar di Indonesia dengan produktivitas ter-
tinggi. Sampel yang digunakan dibedakan berdasarkan 
kepemilikan sapi laktasi dan juga dibedakan berda-
sarkan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi. 
Peternak anggota koperasi diambil dari peternak 
Koperasi Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU) di Keca-
matan Lembang berdasarkan kepemilikan sapi laktasi, 
yaitu skala kecil (15 ekor) sebanyak 30 responden, 
skala sedang (610 ekor) sebanyak 20 responden, dan 
skala besar (>10 ekor) sebanyak 10 responden. Untuk 
sampel peternak yang bukan anggota koperasi diambil 
dari Kecamatan Lembang, Parompong, dan Cisarua 
yang menjual susu ke CV. Barokah yang terletak di 
Kecamatan Lembang dengan jumlah sampel sebanyak 
25 responen peternak skala kecil (15 ekor) dan 5 
responden skala sedang (610 ekor). Sampel peternak 
yang bukan anggota koperasi skala besar tidak 
tersedia karena peternak yang bukan anggota koperasi 
tidak memiliki insentif untuk memperbesar skala 
usahanya sehingga rata-rata hanya memiliki sapi 
perah kurang dari 10 ekor. Pembagian ini dilakukan 
berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Bessant (2005) yang membagi skala usaha ternak 
dalam menganalisis usaha peternakan sapi perah 
rakyat di Kabupaten dan Kota Bogor. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 
peternak sapi perah, pelaku usaha koperasi, dan CV. 
Barokah. Selain itu, untuk mengetahui biaya transaksi 
maka dilakukan penelusuran dan observasi langsung 
pada kegiatan peternak dengan tujuan untuk menge-
tahui biaya transaksi implisit yang dikeluarkan oleh 
peternak. Hasil observasi dan wawancara di lapangan, 
ditentukan komponen biaya transaksi yang dikeluarkan 
oleh peternak sapi perah. Dalam penelitian ini, kom-
ponen biaya transaksi dirumuskan berdasarkan tipe 
biaya transaksi yang dikemukakan oleh North & 
Thomas (1973) yang terdiri atas biaya pencarian 
informasi pasar, biaya negosiasi, dan biaya pelaksa-
naan keanggotaan dan komponen transaksi. Menurut 
D’Hondt & Giraud (2008) yang terdiri atas opportunity 
cost dan moral hazard yang merupakan salah satu 
biaya transaksi yang perlu dihitung terutama di negara-
negara berkembang. Penggabungan ini dilakukan agar 
mendapatkan komponen biaya transaksi yang sesuai 
dengan kondisi di lapangan dan dapat menekan 
underestimate terhadap biaya transaksi yang dihasil-
kan. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh peternak 
dihitung mulai dari penyediaan input sampai produk itu 
dipasarkan ke koperasi. 
Biaya transaksi tidak dapat dihitung secara lang-
sung namun dapat diestimasi dengan menggunakan 
berbagai pendekatan (Gabre & Madhin 2001). Pene-
litian yang dilakukan oleh Wallis & North (1986) 
menghitung biaya transaksi dengan memperkirakan 
gaji/upah yang diterima oleh para pekerja pada jenis-
jenis pekerjaan transaksional di Amerika Serikat. Jenis 
pekerjaan yang dianggap 100% transaksional adalah 
akuntan, pengacara, hakim, manajer, kesekretariatan/ 
bagian administrasi, tenaga penjualan, supervisor, 
pengawas, penjaga, polisi dan militer, serta pekerja 
pos. 
Perhitungan biaya transaksi dilakukan secara kuan-
titatif, walaupun belum ada metodologi resmi dalam 
perhitungannya, terutama untuk mengukur biaya imba-
ngan (opportunity cost) dari waktu, uang, dan barang. 
Biaya imbangan waktu dalam penelitian ini dihitung 
berdasarkan jarak dan waktu yang dikorbankan untuk 
memperoleh input dan memasarkan susu dengan 
mengkuantitatifkan nilai waktu yang diperkirakan 
dengan upah. Stifel et al. (2003) mengungkapkan 
bahwa tingginya biaya transaksi seperti biaya trans-
portasi komoditas pertanian ke pusat pasar dipe-
ngaruhi oleh jarak ke pasar dan juga kualitas jalan 
(waktu perjalanan per km) termasuk waktu untuk 
menunggu. Penelitian Anggraini (2005) dan Sultan et 
al. (2015) mengukur biaya transaksi keseluruhan 
dengan menggunakan model Transaction Cost 
Analysis (TCA). Model TCA ini disesuaikan dengan ke-
perluan usaha tani dan digambarkan secara deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menghitung total 
biaya transaksi digunakan persamaan: 
TrC = ΣZi (1) 
 
Rasio masing-masing komponen biaya transaksi 





 ; ΣZi = 1 (2) 
 
Untuk menentukan rasio biaya transaksi terhadap 
penerimaan peternak maka persamaan yang diguna-





Proporsi biaya transaksi terhadap seluruh biaya 







TrC : Total biaya transaksi (Rp/L) 
Zi : Komponen biaya transaksi 
rZi  : Rasio komponen biaya transaksi (Rp/L) 
rTrcBj : Rasio biaya transaksi terhadap penerimaan 
Bj : Penerimaan (Rp/L) 
TC  : Total biaya produksi (Rp/L)  




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Biaya transaksi usaha ternak sapi perah di Kabupa-
ten Bandung Barat terdiri atas empat komponen, yaitu 
1) Biaya keanggotaan, 2) Biaya informasi, 3) Biaya 
imbangan (opportunity cost), dan 4) Moral hazard. 
Biaya transaksi ini meliputi biaya yang dikeluarkan oleh 
peternak karena adanya transaksi mulai dari pem-
belian input dan proses produksi sampai pemasaran 
susu. Dalam komponen biaya transaksi terdapat biaya 
transaksi eksplisit dan implisit. Biaya transaksi eksplisit 
adalah biaya langsung dan mudah untuk diidentifikasi 
karena melibatkan fisik objek yang dipertukarkan serta 
memiliki dampak langsung pada keuntungan. Semen-
tara itu, biaya transaksi implisit merupakan biaya 
opportunity atau hilangnya peluang dalam suatu waktu 
atau situasi dan termasuk pengeluaran tidak langsung. 
Biaya transaksi implisit sulit untuk diketahui karena 
invisible, termasuk di dalam harga perdagangan dan 
bergantung pada karakteristik perdagangan dan kon-
disi pasar. Biaya implisit termasuk opportunity cost of 
time baik dalam mencari partner, mengumpulkan infor-
masi pasar, waktu yang digunakan dalam perjalanan, 
dan menunggu antrian saat menyetor susu (Tricker et 
al. 2017). 
Biaya transaksi eksplisit yang dihadapi oleh peter-
nak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat meliputi 
biaya keanggotaan, biaya pulsa, tip petugas kesehatan 
hewan, biaya keamanan, dan biaya kebersihan TPK. 
Sementara itu, biaya transaksi implisit adalah bentuk 
biaya informasi implisit dan opportunity cost of time. 
Rincian biaya transaksi ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Biaya Eksplisit 
 Biaya keanggotaan 
Biaya keanggotaan adalah biaya yang dikeluarkan 
oleh peternak dalam membangun suatu hubungan baik 
dan berkelanjutan antara peternak dengan koperasi. 
Biaya keanggotaan dimasukkan ke dalam biaya tran-
saksi karena iuran keanggotaan tersebut diasumsikan 
sebagai biaya yang harus dibayarkan atas jasa yang 
diperoleh peternak dalam bertransaksi dengan ko-
perasi, di antaranya biaya untuk mencari mitra, baik 
untuk pembelian input, pemeliharaan ternak, dan pe-
masaran susu. Walaupun simpanan wajib dapat di-
ambil kembali oleh anggota koperasi yang mengun-
durkan diri dari keanggotaan, diasumsikan bahwa ang-
gota koperasi akan menjadi anggota dalam waktu yang 
tidak terbatas sehingga simpanan wajib dimasukkan ke 
dalam biaya transaksi. 
Biaya keanggotaan yang dikeluarkan oleh peternak 
terdiri atas simpanan wajib, dana bersama (dana 
rereongan) dan dana sosial yang dipotong setiap 
pembayaran susu 15 hari sekali. Dana rereongan ini 
ditujukan untuk membantu para peternak membeli sapi 
kembali jika sapi perah mati atau dicuri, sedangkan 
dana sosial digunakan untuk membantu anggota kope-
rasi yang mengalami kemalangan. Simpanan wajib 
dan juga dana sosial yang dibebankan kepada peter-
nak merupakan biaya variabel (variable cost). Hal ini 
disebabkan karena besarnya biaya ditentukan oleh 
banyaknya jumlah susu yang disetorkan sehingga 
besarnya biaya yang dikeluarkan semakin meningkat 
seiring dengan peningkatan produksi susu peternak. 
Setiap satu liter susu yang disetorkan oleh para 
peternak akan dipotong simpanan wajib sebesar Rp10 
dan dana sosial Rp10. Dana rereongan merupakan 
biaya tetap (fix cost) karena besarannya tetap, yaitu 
Rp2.000/15 hari sehingga dana sosial per liter susu 
akan semakin kecil ketika susu yang dihasilkan 
semakin banyak. 
Dilihat dari jumlah sapi laktasi yang dimiliki, biaya 
keanggotaan yang dikeluarkan berbeda antar-skala 
usaha. Peternak yang memiliki sapi laktasi yang lebih 
banyak menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi, 
sehingga biaya keanggotaan per liter berpeluang lebih 
rendah. Peternak dengan jumlah ternak lebih dari 10 
ekor mengeluarkan dana sosial sebesar Rp0,58/L. 
Nilai ini lebih rendah Rp0,72/L jika dibandingkan 
dengan peternak dengan kepemilikan ternak 610 ekor 
dan lebih rendah Rp2,79/L jika dibandingkan dengan 
kepemilikan ternak 15 ekor. Total biaya keanggotaan 
terendah dikeluarkan oleh peternak dengan kepemili-
kan sapi laktasi lebih dari 10 ekor, yaitu Rp20,58/L. 
Peternak dengan kepemilikan sapi laktasi 15 ekor 
mengeluarkan biaya keanggotaan sebesar Rp23,37/L 
dan kepemilikan sapi laktasi 610 ekor membayar 
sebesar Rp21,30/L. 
Peternak yang bukan anggota koperasi yang 
menyetor susu ke CV. Barokah tidak memiliki iuran 
wajib ataupun biaya yang harus dibayarkan setiap kali 
menyetorkan susu. Jika dilihat dari harga yang 
ditawarkan oleh CV. Barokah lebih rendah daripada 
yang ditawarkan oleh KPSBU. Harga susu yang 
ditawarkan oleh CV. Barokah di tingkat peternak ber-
kisar Rp4.500Rp4.700, sementara KPSBU menawar-
kan harga berikisar Rp4.700Rp4.900. Sultan et al. 
(2015) menyatakan bahwa keterlibatan peternak 
dalam lembaga formal maupun bukan formal dapat 
menimbulkan biaya transaksi yang akan berpengaruh 
pada keuntungan yang diterima oleh peternak. Hasil 
penelitian Cahyono et al. (2013) pada peternak ang-
gota koperasi di Kuningan menunjukkan bahwa terda-
pat hubungan antara biaya transaksi dan harga susu 
segar dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
peternak sapi perah. 
 
 Biaya pulsa 
Biaya pulsa adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
peternak pada saat ingin memperoleh informasi, 
menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan 
input, dan menghubungi petugas kesehatan hewan. 
Beberapa peternak yang memiliki letak kandang dekat 
dengan supplier sering melakukan pemesanan dengan 
langsung datang ke rumah. Struktur sosial dan modal 
sosial antara peternak dan supplier cukup erat se-
hingga pemesanan dapat dilakukan langsung tanpa 
harus menghubungi terlebih dahulu. Peternak dapat 
langsung datang ke supplier untuk melakukan peme-
sanan. Hal ini juga dipengaruhi oleh jarak tempuh 
supplier dan peternak yang tidak jauh sehingga peme-
Tabel 1 Biaya transaksi eksplisit dan implisit usaha ternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 
Jenis biaya transaksi 











Biaya eksplisit (Rp/L)      
Biaya keanggotaan  23,37 21,30 20,58 - - 
Biaya pulsa 4,78 3,72 3,49 6,67 2,15 
Tip petugas kesehatan 19,42 9,13 9,60 40,51 13,51 
Biaya keamanan - - - 4.20 7,30 
Biaya kebersihan 0,11 0,06 0,04 - - 
Total biaya eksplisit 47,68 34,21 33,71 51,38 22,96 
Biaya implisit (Rp/L)      
Biaya informasi  83,57 48,37 24,61 75,24 67,02 
Opportunity cost of time 62,03 37,88 19,71 68,05 37,56 
Total biaya implisit 145,60 86,25 44,32 143,29 104,58 
Total biaya transaksi 193,28 120,45 78,04 194,67 127,54 
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sanan dapat dilakukan langsung tanpa mengeluarkan 
biaya transportasi. Rata-rata peternak memilih untuk 
membeli ampas tahu dan ampas singkong dengan 
supplier yang dekat dengan lokasi kandang. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Fafchamps (2006) yang 
menyatakan bahwa modal sosial dapat membuat biaya 
transaksi lebih rendah dengan mengurangi biaya 
dalam mencari informasi, meningkatkan kepercayaan, 
dan memotong beban administrasi. Tingginya modal 
sosial di antara peternak dan supplier pakan menye-
babkan peternak dapat memesan pakan langsung 
tanpa menghubungi melalui telepon, peternak juga 
dapat membayar pakan 15 hari sekali tanpa adanya 
biaya administrasi atau perjanjian tertulis. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepercayaan antara peternak dan 
supplier telah terjalin dengan baik. 
Pada Tabel 2 dapat terlihat bahwa peternak ang-
gota koperasi menghadapi biaya informasi yang lebih 
rendah, yaitu kepemilikan ternak 15 ekor menghadapi 
biaya Rp4,78/L, sedangkan yang bukan anggota kope-
rasi menghadapi biaya terbesar Rp6,68/L. Perbedaan 
hal ini terjadi karena koperasi sudah meminimalkan 
biaya informasi untuk konsentrat. Dalam memesan 
konsentrat, peternak anggota koperasi tidak menge-
luarkan biaya pulsa karena konsentrat secara rutin 
dikirim ke peternak setiap 15 hari sekali. Jika ada 
tambahan pesanan konsentrat, peternak dapat meme-
sannya melalui koordinator wilayah (korwil) yang 
bertugas mencatat dan mengantarkan kebutuhan 
peternak. Hal ini berbeda dari peternak yang bukan 
anggota koperasi yang harus mengeluarkan biaya 
pulsa untuk memesan konsentrat. Sementara untuk 
kepemilikan ternak 610 ekor, peternak yang bukan 
anggota koperasi justru mengalami biaya informasi 
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang 
anggota koperasi. Hal ini terjadi karena hanya 40% 
peternak yang bukan anggota koperasi dengan kepe-
milikan sapi 610 ekor yang menggunakan ampas 
singkong sebagai pakan. 
Untuk pelayanan kesehatan, koperasi menyedia-
kan kotak surat di setiap TPK sehingga peternak hanya 
perlu menulis dalam kertas dan melampirkan kartu 
kesehatan hewan di dalam kotak tersebut. Setiap pagi 
mantri memeriksa kotak tersebut dan langsung menda-
tangi kandang peternak untuk memberikan pelayanan 
kesehatan. Penggunaan sistem ini hanya digunakan 
jika pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tidak 
mendesak. Tidak jarang peternak mengeluarkan biaya 
pulsa untuk menghubungi mantri kesehatan hewan. 
Peternak anggota koperasi mengeluarkan biaya rata-
rata menghubungi mantri kesehatan hewan sebesar 
Rp0,69/L, sedangkan peternak yang bukan anggota 
koperasi mengeluarkan biaya sebesar Rp1,13/L. Lebih 
rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh peternak ang-
gota koperasi daripada yang bukan anggota koperasi 
terjadi karena layanan koperasi yang menyediakan 
kotak surat sehingga peternak dapat meminimalkan 
pengeluarkan biaya pulsa untuk menghubungi mantri. 
 Tip petugas 
Tip petugas kesehatan hewan adalah biaya uang 
yang dikeluarkan oleh peternak sebagai ucapan terima 
kasih atas jasa yang diberikan oleh petugas kesehatan 
hewan. Peternak yang anggota koperasi maupun yang 
bukan anggota koperasi mengeluarkan tip bagi petu-
gas kesehatan. Tip ini dimasukkan sebagai biaya tran-
saksi karena dianggap sebagai moral hazard karena 
seharusnya peternak tidak mengeluarkan biaya tip 
karena layanan ini diberikan oleh koperasi maupun CV. 
Barokah secara gratis. Koperasi bahkan selalu me-
ngingatkan kepada para anggotanya untuk tidak mem-
berikan tip kepada petugas kesehatan atas pelayanan 
yang didapat karena pelayanan tersebut sudah 
selayaknya diterima. Para peternak merasa bahwa 
uang tip ini merupakan hal yang wajar diberikan 
apalagi ketika harus memanggil petugas kesehatan 
hewan secara mendadak dan di malam hari. Peternak 
menganggap bahwa tip tidak termasuk biaya karena 
diberikan secara ikhlas dengan niat yang baik. 
Pemberian tip ini dianggap hal yang lumrah karena 
tingkat keeratan hubungan antara peternak dan petu-
gas kesehatan hewan cukup tinggi. Penelitian Malau 
(2017) mengenai peran koperasi menunjukkan bahwa 
persaudaraan antara anggota koperasi dan petugas 
terjalin dengan baik karena pada umumnya anggota 
koperasi merupakan satu keluarga dan tetangga dekat. 
Anggapan bahwa uang tip merupakan bentuk dari 
interaksi yang bermuatan positif secara nilai dan norma 
sosial yang berlaku di masyarakat dan merupakan 
apresiasi yang diberikan pada pertolongan yang diberi-
kan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ruyadi et al. 
(2016) mengenai persepsi masyarakat mengenai 
perilaku gratifikasi dalam pelayanan sipil di Kabupaten 
Cianjur yang menyatakan bahwa uang ucapan terima 
kasih atau tip merupakan hal yang lumrah dan sudah 
ada sejak lama dan terus bertahan, tidak hanya pada 
aspek pelayanan sipil namun di semua aspek lembaga 
yang mengurusi bidang administrasi maupun non-
lembaga dan dalam kehidupan sehari-hari. Membe-
rikan uang tip sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
yang sudah membudaya dari generasi ke generasi. Hal 
ini dikarenakan masyarakat sangat apresiatif dan 
memiliki rasa saling memiliki yang masih tergolong 
baik. 
Tip yang dikeluarkan oleh peternak anggota kope-
rasi lebih rendah, yaitu rata-rata sebesar Rp19,42/L 
jika dibandingkan dengan peternak yang bukan 
anggota koperasi yang mencapai Rp40,51/L untuk 
kepemilikan 15 ekor. Sementara itu, peternak ang-
gota koperasi dengan kepemilikan 610 ekor menge-
luarkan biaya tip sebesar Rp9,13/L, sedangkan 
peternak yang bukan anggota koperasi dengan kepe-
milikan yang sama mengeluarkan biaya sebesar 
Rp13,51/L. Tingginya uang tip pada peternak yang 
bukan anggota koperasi karena rata-rata petenak 
mengeluarkan biaya tambahan untuk layanan kese-
hatan hewan berupa memanggil mantri lain untuk 
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kebutuhan pemeriksaan ternak yang mendesak. Peter-
nak yang bukan anggota koperasi sulit menghubungi 
petugas kesehatan hewan di mana petugas mem-
butuhkan waktu yang lama untuk datang memeriksa 
sapi yang sakit atau yang butuh diinseminasi buatan. 
Lamanya mantri datang untuk memeriksa ternak 
dikarenakan lokasi peternak yang jauh dan terpencar 
satu dan lain, misalnya lokasi peternak berada di 
Kecamatan Lembang, sementara lokasi mantri berada 
di Kecamatan Cisarua. Hal inilah yang menyebabkan 
peternak memanggil petugas dari luar karena me-
nyangkut keberlangsungan hidup ternak dan risiko 
kematian hewan akibat keterlambatan penanganan. 
Peternak yang menggunakan jasa mantri luar akan 
mengeluarkan biaya rata-rata Rp50.000 dan besarnya 
ini bergantung pada layanan yang diberikan dan obat 
yang diberikan ke ternak. Berbeda dari koperasi yang 
dalam satu TPK disediakan satu mantri di mana jarak 
antara satu peternak dengan peternak lain tidak jauh 
sehingga memudahkan dalam pergerakan petugas 
dalam memberikan pelayanan. Selain itu, petugas 
kesehatan hewan koperasi memiliki prosedur kerja dan 
standar pelayanan yang diatur ketat oleh koperasi 
dibandingkan dengan petugas kesehatan peternak 
yang bukan anggota koperasi sehingga dapat mene-
kan moral hazard. 
 
 Biaya keamanan 
Biaya keamanan adalah biaya yang dikeluarkan 
peternak yang bukan anggota koperasi ketika mencari 
rumput ke kompleks perumahan. Rata-rata peternak 
yang tidak memiliki lahan rumput mencari di lahan-
lahan liar, di perumahan, ataupun di kebun-kebun pe-
tani sayur. Peternak anggota koperasi tidak menge-
luarkan biaya keamanan karena sebagian besar me-
miliki lahan rumput sendiri ataupun menanam rumput 
di lahan yang disediakan oleh koperasi yang beker-
jasama dengan PT. Perhutani. Namun, karena letak 
lahan PT. Perhutani cukup jauh dari lokasi kandang 
peternak, beberapa peternak memilih untuk menyabit 
rumput di ladang petani sayur. Modal sosial yang 
terjalin di masyarakat menyebabkan peternak tak 
membayar biaya untuk menyabit rumput di lahan 
petani, cukup meminta izin maka dapat mengambil 
rumput dari lahan tersebut. Berbeda dari peternak yang 
bukan anggota koperasi yang beberapa di antaranya 
memilih untuk menyabit rumput di perumahan se-
hingga ketika meminta izin harus memberikan uang 
kepada satpam kompleks perumahan itu. Rata-rata 
biaya retribusi yang dikeluarkan oleh peternak bukan 
anggota koperasi dengan kepemilikan 15 ekor adalah 
sebesar Rp4,20/L, sementara kepemilikan 610 ekor 
adalah sebesar Rp7,30/L. 
 
 Biaya kebersihan 
Biaya kebersihan TPK adalah biaya transaksi lain 
yang dikeluarkan oleh peternak anggota koperasi, 
yaitu biaya retribusi berupa uang kebersihan TPK 
(Tempat Pelayanan Koperasi). Pembebanan biaya 
kebersihan ini hanya terjadi di beberapa TPK dan 
dibebankan sebesar Rp3.000/15 hari dan dipotong 
langsung oleh ketua kelompok. Biaya kebersihan ini 
dimasukkan ke dalam moral hazard karena kebersihan 
TPK merupakan kewajiban koperasi dan tidak dibe-
bankan lagi kepada para peternak. Moral hazard 
adalah konsep yang digunakan dalam perilaku rasional 
yang biasanya berkaitan dengan asimetris informasi. 
Moral hazard terjadi karena adanya perilaku oppor-
tunity untuk mengambil keuntungan pribadi dan meng-
akibatkan kerugian pada pihak lain setelah transaksi. 
Namun, hal ini masih menjadi ambiguitas dari moral 
hazard karena dapat dikatakan sebagai perilaku 
rasional (Dow 2010). Ciri lain moral hazard adalah sulit 
diperbaiki/dirubah karena menyangkut sifat dan karak-
ter manusia serta sulit untuk diidentifikasi. Rata-rata 
biaya kebersihan TPK untuk peternak dengan kepemi-
likan 15 ekor adalah sebesar Rp0,11/L, sementara 
untuk kepemilikan 610 ekor adalah sebesar Rp 
0,06/L, dan untuk kepemilikan lebih dari 10 ekor adalah 
sebesar Rp0,04/L. Peternak yang bukan anggota 
koperasi tidak ada dipungut biaya kebersihan TPK 




 Biaya informasi 
Biaya informasi adalah biaya transaksi yang timbul 
karena adanya informasi yang tidak sempurna 
(imperfect information) yang dihadapi oleh para peter-
nak baik informasi mengenai harga input maupun 
harga output. Selain biaya pulsa, peternak juga meng-
hadapi biaya informasi implisit berupa perbedaan 
harga ampas tahu dan ampas singkong pada supplier 
di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan pendapat 
yang dikemukakan oleh Furubotn & Richter (2005) 
yang menyatakan bahwa dalam mencari produk atau 
jasa yang akan dibeli, konsumen akan mengorbankan 
waktu dan usaha dalam memperoleh informasi menge-
nai kualitas suatu produk. Setelah itu, akan mencari 
Tabel 2 Biaya mencari informasi usaha ternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 
Jenis biaya informasi (Rp/L) 











Biaya pulsa       
 Supplier ampas tahu  1,38 1,76 1,72 2,69 0,70 
Supplier ampas singkong  2,31 1,48 1,27 2,25 0,09 
Supplier konsentrat  - - - 0,63 0,22 
 Petugas kesehatan/mantri  1,09 0,48 0,50 1,11 1,14 
Total  4,78 3,72 3,49 6,68 2,15 
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informasi harga yang layak. Harga bisa berbeda antar-
produk yang hampir sama bahkan produk yang sama. 
Harga dapat menunjukkan variasi sebesar 10% di atas 
atau di bawah harga rata-rata produk. Walaupun kon-
sumen yang mengetahui perbedaaan harga sebuah 
produk signifikan, banyak konsumen cenderung meng-
hindari menghabiskan waktu dan usaha untuk mem-
peroleh supplier yang menawarkan harga termurah. 
Dapat dikatakan bahwa perbedaan harga yang diamati 
relatif terhadap harga rata-rata yang diinterpretasikan 
sebagai biaya konsumen dalam aktivitas bertransaksi 
(biaya mencari informasi). Biaya ini dikategorikan 
dalam biaya implisit karena biaya ini timbul akibat 
pilihan penggunaan input sehingga dihitung sebagai 
kerugian akibat tidak memilih pilihan lain, selain itu 
biaya ini tidak disadari oleh peternak. 
Perbedaan harga yang dianalisis hanya harga 
ampas tahu dan ampas singkong. Hal ini terjadi karena 
pada umumnya ampas tahu dan ampas singkong yang 
dibeli oleh peternak merupakan produk yang sama. 
Ampas tahu merupakan hasil sampingan pabrik tahu di 
daerah sekitar Bandung, sedangkan ampas singkong 
berasal dari Lampung. Sementara itu, perbedaan 
harga konsentrat tidak dialami oleh peternak anggota 
koperasi karena koperasi memberikan harga yang 
sama pada semua anggota, sedangkan peternak yang 
bukan anggota koperasi membayar konsentrat dengan 
harga yang berbeda-beda. Karena sulit untuk mem-
bandingkan perbedaan harga yang diterima maka 
perbedaan harga konsentrat tidak dimasukkan ke 
dalam perhitungan. Konsentrat yang dibeli oleh peter-
nak yang bukan anggota koperasi berbeda kualitas 
baik dari kandungan bahan baku dan juga kandungan 
proteinnya. Pada umumnya, konsentrat yang lebih 
tinggi kandungan protein dijual dengan harga yang 
lebih tinggi. 
Perbedaan harga di antara supplier tidak membuat 
peternak berusaha untuk mencari supplier dengan 
harga yang terendah. Hal ini diduga disebabkan oleh 
ikatan yang terdapat antara supplier dan peternak. 
Supplier memberikan kepercayaan kepada peternak 
untuk melakukan pembayaran 15 hari sekali ketika 
sudah menerima bayaran susu. Tingginya biaya infor-
masi implisit untuk ampas tahu karena peternak 
menghabiskan lebih banyak biaya pakan untuk mem-
beli ampas tahu daripada ampas singkong. Selain itu, 
biaya transaksi yang dialami oleh peternak skala kecil 
lebih besar jika dibandingkan dengan peternak skala 
besar karena peternak skala kecil memiliki frekuensi 
pembelian yang lebih sering dibandingkan dengan 
peternak skala besar. Hal ini terjadi karena peternak 
dengan kepemilikan sapi laktasi yang rendah memiliki 
frekuensi yang lebih sering dalam menghubungi 
supplier karena membeli dalam jumlah kecil. Peternak 
ini menghubungi supplier 34 kali dalam 15 hari, 
sedangkan peternak dengan jumlah sapi laktasi yang 
lebih besar hanya akan menghubungi sekali dalam 15 
hari untuk ampas singkong. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Williamson (1985) yang menyatakan bahwa 
frekuensi merupakan salah satu faktor yang menye-
babkan perbedaan biaya transaksi pada suatu barang. 
Terdapat perbedaan biaya yang dihadapi oleh peter-
nak di mana peternak skala kecil memiliki frekuensi 
yang lebih sering berhubungan dengan supplier. 
Frekuensi transaksi sering menimbulkan keper-
cayaan di antara supplier dan peternak. Hal ini terbukti 
dari sistem pembayaran yang diterapkan 15 hari sekali 
dan pembayaran dilakukan ketika peternak sudah 
mendapatkan bayaran susu. Hal ini mengurangi ke-
tidakpastian memperoleh ampas tahu bagi peternak 
sehingga produksi susu dapat stabil. Hal ini juga 
dikemukakan oleh Williamson (1985) yang menya-
takan bahwa frekuensi berhubungan erat dengan 
perilaku ketidakpastian (behavioral uncertainty). 
Tabel 3 menunjukkan bahwa peternak yang bukan 
anggota koperasi memiliki biaya informasi implisit 
ampas singkong yang lebih rendah jika dibandingkan 
dengan anggota koperasi dengan kepemilikan sapi 
yang sama. Peternak anggota koperasi dengan kepe-
milikan 15 ekor sapi mengeluarkan biaya informasi 
implisit untuk ampas singkong sebesar Rp22,13, 
sedangkan yang bukan anggota koperasi menge-
luarkan biaya sebesar Rp14,75. Peternak anggota 
koperasi dengan kepemilikan 610 menanggung biaya 
implisit sebesar Rp28,76, sedangkan yang bukan 
anggota koperasi hanya sebesar Rp7,12. Hal ini terjadi 
karena tidak semua peternak yang bukan anggota ko-
perasi menggunakan ampas singkong sebagai pakan 
ternaknya. Dari 30 peternak yang bukan anggota 
koperasi hanya 26,67% yang menggunakan ampas 
singkong sebagai pakan. Berbeda dari anggota kope-
rasi yang rata-rata menggunakan ampas singkong 
sebagai pakan ternaknya. 
Peternak memiliki ketergantungan yang cukup be-
sar pada supplier pakan terutama ampas tahu. Hal ini 
terjadi karena ampas tahu dianggap peternak ber-
pengaruh lebih baik pada produksi susu sapi 
dibandingkan dengan ampas singkong. Hasil pene-
litian Yohanista et al. (2014) menunjukkan bahwa 
kandungan protein ampas tahu lebih tinggi, yaitu 20% 
dibandingkan dengan ampas singkong yang kandu-
ngan proteinnya hanya 1,62,5%. Hal ini menye-
babkan peternak cukup bergantung pada supplier 
ampas tahu sehingga peternak biasanya memiliki 
Tabel 3 Biaya informasi implisit usaha ternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 
Jenis biaya informasi (Rp/L) 











Ampas tahu 61,44 19,61 16,59 60,49 59,90 
Ampas singkong  22,13 28,76 8,02 14,75 7,12 
Total  83,57 48,37 24,61 74,24 67,02 
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supplier alternatif lain. Ketergantungan ini juga menye-
babkan peternak hanya sebagai penerima harga (price 
taker) dan tidak mampu memengaruhi harga. 
 
 Biaya imbangan waktu (opportunity cost of 
time) 
Biaya imbangan waktu (opportunity cost of time) 
adalah biaya imbangan waktu yang merupakan salah 
satu komponen biaya transaksi yang dikemukakan 
oleh D’Hondt & Giraud (2008). Biaya imbangan meru-
pakan salah satu biaya transaksi implisit, yaitu biaya 
yang invisible atau tidak dapat diketahui karena 
termasuk di dalam harga perdagangan dan bergantung 
pada karakteristik perdagangan dan kondisi pasar. 
Opportunity cost ini muncul akibat hilangnya kesem-
patan produktif karena memilih pilihan tertentu. 
Menurut Staal et al. (1996), opportunity waktu yang 
digunakan produsen dalam pemasaran, transportasi, 
dan biaya proses, serta biaya untuk memperoleh input 
penting untuk diteliti walaupun belum ada metodologi 
yang resmi dalam menghitung biaya imbangan waktu 
(opportunity cost of time), uang, dan barang. Biaya 
imbangan dihitung berdasarkan jarak dan juga waktu 
yang dikorbankan untuk memperoleh input dan juga 
memasarkan susu dengan mengkuantitatifkan nilai 
waktu yang diperkirakan dengan upah yang dapat 
diperoleh pada saat bekerja. Hal ini didasarkan pada 
penelitian Stifel et al. (2003) yang mengungkapkan 
bahwa tingginya biaya transaksi seperti biaya trans-
portasi komoditas pertanian ke pusat pasar dipe-
ngaruhi oleh jarak ke pasar dan juga kualitas jalan 
(waktu perjalanan per km) termasuk waktu untuk 
menunggu. 
Koperasi sebagai suatu lembaga berusaha untuk 
memperkecil biaya transaksi yang dikeluarkan oleh 
peternak, khususnya biaya transaksi dalam pembelian 
input (konsentrat) dan penjualan output (susu). Jumlah 
peternak yang banyak yang tersebar dengan lokasi 
kandang yang memang sulit untuk dijangkau oleh truk 
atau mobil pengantar konsetrat dan penjemput susu, 
sehingga koperasi berusaha agar para peternak tidak 
sulit dan jauh dalam mengangkut input dengan menu-
runkan input di beberapa titik dekat dengan kandang 
para peternak. Dengan demikian, rata-rata peternak 
harus menjemput konsentrat di pinggir jalan dan 
mengangkutnya ke kandang dengan cara dipikul, 
menggunakan roda ataupun motor bergantung pada 
jauh dekatnya jarak yang ditempuh. 
Tabel 4 menunjukkan opportunity cost of time 
peternak koperasi dengan jumlah ternak 15 ekor 
sebesar Rp62,03/L dan nilai ini lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan kepemilikan 610 ekor, yaitu 
sebesar Rp37,88/L dan kepemilikan lebih dari 10 ekor 
menjadi turun sebesar Rp19,71/L. Peternak dengan 
kepemilikan ternak banyak dapat memesan pakan 
dalam jumlah yang besar sehingga biasanya mobil 
pengantar pakan langsung mengantar pakan sampai 
ke kandang sehingga peternak tidak mengangkut 
pakan lagi dari pinggir jalan sehingga nilai opportunity 
cost rendah. Sementara itu, peternak bukan anggota 
koperasi dengan kepemilikan 15 ekor sapi memiliki 
opportunity cost of time tertinggi dalam mengangkut 
pakan, yaitu Rp48,31/L. Hal ini terjadi karena peternak 
yang bukan anggota koperasi menjemput pakan 
langsung ke supplier dengan jarak yang lebih jauh 
daripada anggota koperasi. 
Dalam memasarkan susu, peternak anggota kope-
rasi akan menyetor susu ke TPK (Tempat Pelayanan 
Koperasi) dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore 
hari. KPSBU memiliki 26 TPK yang tersebar di bebe-
rapa desa, yang bertujuan untuk memudahkan dalam 
pengumpulan susu. TPK dibangun di lokasi yang 
memudahkan peternak untuk mengantar susu tanpa 
mengeluarkan biaya transportasi. Jarak yang tidak 
terlalu jauh memungkinkan peternak untuk mengantar 
susu dengan berjalan kaki. Namun, karena lokasi 
kandang peternak yang tersebar sehingga ada bebe-
rapa peternak yang harus mengantar susunya dengan 
motor. Setiap TPK memiliki jam pengumpulan susu 
yang berbeda-beda. Peternak yang terdaftar di TPK 
tersebut harus menyetorkan susu sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan oleh koperasi. Jika 
peternak terlambat, maka truk pengumpul susu akan 
pergi dan peternak tidak bisa menyetorkan susu. 
Dalam beberapa kasus, peternak harus mengejar truk 
susu tersebut atau menyetornya langsung ke KPSBU 
sehingga akan mengeluarkan biaya tambahan. 
Opportunity cost of time dalam mengantar susu 
terbesar dialami oleh peternak dengan skala kepemi-
likan sapi sebesar 15 ekor dengan biaya sebesar 
Rp44,38/L, sementara peternak dengan kepemilikan 
lebih dari 10 ekor mengeluarkan biaya opportunity cost 
Rp10,51/L. Rendahnya biaya yang ditanggung dalam 
memasarkan susu oleh peternak skala besar terjadi 
karena lebih besarnya produksi yang dihasilkan 
sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan jauh lebih 
kecil. Peternak yang bukan anggota koperasi dengan 
kepemilikan sapi 15 ekor mengalami biaya mengantar 
susu yang lebih rendah dibandingkan dengan peternak 
anggota koperasi dengan kepemilikan yang sama, 
yaitu Rp19,74/L. Hal ini terjadi karena penjemput susu 
bukan anggota koperasi yang langsung menjemput 
susu sampai ke kandang peternak. Lokasi kandang 
yang tidak memungkinkan mobil pengangkut susu 
Tabel 4 Biaya imbangan waktu (opportunity cost of time) usaha ternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 
Jenis opportunity cost (Rp/L) 











Mengangkut pakan  17,64 16,82 9,20 48,31 18,37 
Mengantar susu  44,38 21,06 10,51 19,74 19,19 
Total  62,03 37,88 19,71 68,05 37,56 
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masuk ke lokasi kandang menyebabkan peternak 
harus mengangkut susu sampai ke pinggir jalan 
terdekat dengan kandang di mana mobil dapat masuk. 
Dalam menyetor susu, peternak yang bukan anggota 
koperasi lebih memiliki fleksibilitas waktu di mana jika 
peternak belum selesai memerah ketika mobil 
penjemput susu datang, maka petugas penjemput 
susu menunggu sampai peternak selesai memerah 
susu. 
Besarnya total biaya transaksi implisit dan eksplisit 
yang dialami oleh peternak anggota koperasi dengan 
kepemilikan 15 ekor sapi adalah sebesar Rp193,28/L, 
sedangkan peternakan dengan kepemilikan 610 ekor 
sapi menghadapi biaya transaksi yang lebih rendah, 
yaitu Rp120,45/L dan kepemilikan sapi lebih dari 10 
ekor membayar sebesar Rp78,04/L. Hal ini menun-
jukkan bahwa skala usaha dapat memperkecil biaya 
transaksi yang dialami oleh peternak. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al. 
(2013) mengenai struktur biaya transaksi yang diha-
dapi oleh peternak di Kuningan bahwa peternak sapi 
perah dengan skala usaha besar menghadapi biaya 
transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan 
peternak skala kecil dan menengah. 
Biaya transaksi implisit yang dihadapi oleh peternak 
sapi perah lebih besar jika dibandingkan dengan biaya 
transaksi eksplisitnya. Peternak anggota koperasi 
dengan kepemilikan sapi laktasi 15 ekor mengeluar-
kan biaya transaksi implisit sebesar Rp145,60/L, 
sedangkan biaya transaksi eksplisit sebesar Rp 
47,68/L. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Matungul et al. (2002) dan McCann et al. 
(2005) yang menyatakan bahwa biaya transaksi 
implisit lebih besar daripada biaya transaksi eksplisit. 
Hal serupa juga dikemukakan oleh Tricker et al. (2017) 
yang menyatakan bahwa biaya transaksi eksplisit 
merupakan bagian kecil dari total biaya transaksi, 
sementara biaya transaksi implisit pada umumnya 
lebih besar yang dihadapi oleh pelaku usaha dan 
memberikan dampak yang besar pada kinerja usaha. 
 
Proporsi Komponen Biaya Transaksi 
Berdasarkan komponen biaya transaksinya, biaya 
untuk mencari informasi memiliki proporsi tertinggi, 
baik untuk peternak anggota koperasi maupun yang 
bukan anggota koperasi. Rata-rata peternak anggota 
koperasi menanggung biaya informasi sebesar 41,65% 
(Gambar 1) dari total biaya transaksi, sedangkan 
peternak yang bukan anggota koperasi menanggung 
biaya sebesar 48,16% (Gambar 2). Penelitian Sultan et 
al. (2015) mengenai biaya transaksi pada pembiayaan 
usaha tani kedelai menunjukkan hal serupa bahwa 
biaya informasi merupakan komponen biaya transaksi 
dengan persentase tertinggi baik pada pembiayaan 
formal maupun non-formal, yaitu sebesar 44,84%. 
Kelembagaan formal koperasi yang diharapkan mem-
berikan informasi cukup bagi peternak belum dapat 
menjalankan perannya secara optimal, khususnya 
dalam penyediaan input. Hal ini terjadi karena koperasi 
belum mampu menyediakan semua input yang dibu-
tuhkan oleh peternak, terutama untuk ampas tahu dan 
ampas singkong. Kajian ini sesuai dengan penelitian 
Malau (2017) mengenai pengaruh layanan usaha 
koperasi dan tingkat partisipasi anggota pada efisiensi 
produksi usaha ternak sapi perah KPSBU Lembang 
yang menyatakan bahwa layanan input yang disedia-
kan oleh koperasi masih belum optimal. Penyediaan 
ampas tahu dan ampas singkong dipegang oleh 
pemasok yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi 
daripada peternak. Perbedaan harga untuk ampas 
tahu dan ampas singkong yang diterima oleh peternak 
dari supplier yang berbeda menyebabkan biaya 
informasi menjadi tinggi. 
Biaya transaksi implisit dalam biaya informasi jauh 
lebih besar daripada biaya eksplisit. Hal ini menunjuk-
kan bahwa peternak masih belum memiliki kemam-
 













Gambar 2 Proporsi komponen biaya transaksi pada 
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puan dalam memengaruhi harga dan tidak memiliki 
informasi yang sempurna atas harga khususnya harga 
ampas tahu dan ampas singkong, baik yang anggota 
koperasi maupun yang bukan anggota koperasi. Masih 
tingginya biaya informasi yang dikeluarkan oleh 
anggota koperasi menunjukkan bahwa kelembagaan 
koperasi belum dikelola secara efisien dalam menye-
diakan informasi bagi peternak anggotanya. Untuk 
pakan yang dibutuhkan oleh peternak, koperasi hanya 
menyediakan konsentrat, sedangkan rumput, ampas 
tahu dan ampas singkong petenak harus mencarinya 
sendiri. Padahal, jika dilihat dari struktur biaya, rata-
rata peternak mengeluarkan 65,88% dari total biaya 
produksi untuk kebutuhan pakan di mana 50,11% dari 
biaya pakan dikeluarkan untuk pembelian ampas tahu 
dan 16,36% dikeluarkan untuk pembelian konsentrat. 
Biaya imbangan waktu (opportunity cost of time) 
memiliki proporsi terbesar kedua dalam komponen 
biaya transaksi. Dalam penelitian ini, biaya opportunity 
lebih rendah daripada biaya informasi yang diduga 
terjadi karena underestimate dalam analisisnya karena 
sulitnya dalam perhitungannya. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Royer (2011) yang menyatakan bahwa 
kemungkinan underestimate terhadap opportunity cost 
bisa saja terjadi karena sulitnya metode yang 
digunakan dalam menghitung biaya transaksi. Rata-
rata persentase komponen opportunity cost of time 
yang dialami oleh peternak anggota koperasi adalah 
sebesar 29,60% (Gambar 1), sementara peternak 
bukan anggota koperasi lebih besar dengan rata-rata 
32,21% (Gambar 2). Tingginya opportunity cost of time 
yang dihadapi oleh peternak yang bukan anggota 
koperasi terjadi karena peternak tidak mendapakan 
layanan input dari koperasi sehingga harus menjemput 
input ke supplier. Rata-rata persentase moral hazard 
tertinggi yang dihadapi oleh peternak yang bukan 
anggota koperasi adalah sebesar 19,65% (Gambar 2), 
sementara biaya moral hazard yang dialami oleh 
peternak anggota koperasi cukup rendah, yaitu 
10,03% (Gambar 1) dari total biaya transaksi. Hal ini 
menunjukkan bahwa peran koperasi mampu menekan 
biaya yang diakibatkan oleh moral hazard dengan 
kontrak yang disepakati antara koperasi dan peternak. 
Philips (1988) mengungkapkan bahwa moral hazard 
dapat mencegah transaksi oleh sebab itu perlu untuk 
memonitor tindakan agen ekonomi salah satunya 
dengan menggunakan kontrak. 
Biaya keanggotaan koperasi memiliki persentase 
18,72% (Gambar 1), sementara peternak yang bukan 
anggota koperasi tidak mengeluarkan biaya keanggo-
taan. Walaupun peternak anggota koperasi menge-
luarkan biaya keanggotaan tidak menyebabkan biaya 
transaksi yang dikeluarkan menjadi lebih besar karena 
dengan bergabung di koperasi, biaya informasi dan 
moral hazard dapat ditekan. Total biaya transaksi yang 
dikeluarkan oleh peternak anggota koperasi lebih 
rendah daripada peternak yang bukan anggota 
koperasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Aini (2016) 
mengenai biaya transaksi yang dihadapi oleh peternak 
sapi perah di Kabupaten Boyolali di mana biaya 
transaksi anggota koperasi lebih rendah jika diban-
dingkan dengan peternak yang bukan anggota 
koperasi. Namun, jika dilihat dari jumlah biaya tran-
saksi yang dihadapi peternak anggota koperasi dan 
yang bukan anggota koperasi tidak memiliki perbedaan 
yang cukup signifikan di mana perbedaannya hanya 
Rp1,39/L untuk peternak dengan kepemilikan 15 ekor 
dan Rp7,09/L untuk kepemilikan 610 ekor. 
 
Proporsi Biaya Transaksi terhadap Harga Susu dan 
Total Biaya 
Proporsi biaya transaksi terhadap harga susu dan 
total biaya ini dihitung berdasarkan per liter susu yang 
dihasilkan. Persentase rata-rata biaya transaksi terha-
dap harga susu yang diterima peternak anggota 
koperasi dengan kepemilikan 15 ekor lebih rendah 
jika dibandingkan dengan yang bukan anggota kope-
rasi, sedangkan peternak dengan kepemilikan 610 
ekor persentase biaya transaksi terhadap harga susu 
lebih tinggi pada peternak yang bukan anggota 
koperasi daripada anggota koperasi. Hal ini terjadi 
karena harga yang ditawarkan oleh koperasi lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan harga yang ditawarkan 
oleh CV. Barokah kepada peternak yang bukan 
anggota koperasi. Selain itu, perbedaan harga yang 
diterima oleh peternak juga mengakibatkan persentase 
biaya transaksi dan harga susu berbeda antar-skala 
usaha. Peternak anggota koperasi dengan kepemilikan 
ternak 15 ekor memiliki persentase biaya transaksi 
terhadap harga susu sebesar 4,04%, sedangkan peter-
nak yang bukan anggota koperasi dengan kepemilikan 
yang sama adalah sebesar 4,20%. Artinya, jika harga 
susu Rp100/L maka peternak anggota koperasi akan 
menanggung biaya transaksi sebesar Rp4,04/L, 
sedangkan peternak yang bukan anggota koperasi 
akan menanggung biaya transaksi sebesar Rp4,20/L. 
Peternak dengan kepemilikan sapi lebih dari 10 ekor 
memiliki presentase biaya transaksi terhadap harga 
susu sebesar 1,62%. Artinya, dengan harga susu 
Rp100/L maka peternak akan menanggung biaya 
transaksi sebesar Rp1,62. Rincian proporsi biaya 
terhadap harga susu dan total biaya data dilihat pada 
Tabel 5. 
Total biaya merupakan biaya produksi ditambah 
dengan biaya transaksi yang ditanggung oleh peter-
nak. Biaya produksi diambil dari data sekunder 
penelitian Ginting (2018) mengenai pengaruh biaya 
transaksi terhadap daya saing susu sapi segar. 
Persentase rata-rata biaya transaksi pada total biaya 
yang dialami oleh peternak anggota koperasi dengan 
kepemilikan 15 ekor sapi hampir sama dengan yang 
bukan anggota koperasi, yaitu masing-masing 3,63 
dan 3,62%. Hal ini terjadi karena biaya yang dikelu-
arkan oleh peternak anggota koperasi dan yang bukan 
anggota koperasi serta biaya transaksi yang dihadapi 
tidak berbeda secara signifikan. Hal serupa juga 
dialami oleh peternak dengan kepemilikan ternak 610 
ekor mengahadapi persentase biaya transaksi terha-
dap biaya produksi yang hampir sama. Biaya transaksi 
yang dihadapi oleh peternak merupakan biaya tetap 
(fix cost) sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan 
dengan meningkatkan produksi susu. Oleh sebab itu, 
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peningkatan skala usaha diperlukan untuk memini-
malkan biaya transaksi yang dihadapi oleh peternak 
sapi perah. 
Dalam menganalisis biaya transaksi terdapat keter-
batasan yang disebabkan oleh keterbatasan bukti 
empiris mengenai biaya transaksi. Penelitian biaya 
transaksi ini belum menggambarkan pengukuran 
secara menyeluruh mengenai peluang untuk pengem-
bangan usaha produksi susu di bawah suatu struktur 
kelembagaan atau organisasi. Membandingkan biaya 
transaksi dengan penelitian lain juga cukup sulit karena 
tidak adanya kesepakatan bersama mengenai apa 
biaya transaksi itu. Hasil yang berbeda dari setiap 
penelitian terjadi karena perbedaan elemen-elemen 
saat mengestimasi biaya transaksi sehingga estimasi 
biaya transaksi tidak dapat langsung dibandingkan 





Biaya transaksi implisit yang dikeluarkan oleh 
peternak lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya 
transaksi eksplisit sehingga perlu kebijakan yang dapat 
mengurangi biaya transaksi implisit tersebut. Koperasi 
sebagai suatu lembaga yang dapat meminimalisasi 
biaya transaksi belum mampu menekan biaya tran-
saksi secara signifikan sehingga koperasi perlu 
meningkatkan pelayanannya, terutama untuk penye-
diaan input yang dibutuhkan oleh peternak dan 
pemasaran susu. Selain itu, koperasi harus mampu 
memberikan insentif berupa bantuan bagi anggota 
koperasi, terutama peternak skala kecil karena peter-
nak skala kecil menghadapi biaya transaksi yang lebih 
besar dibandingkan dengan peternak skala besar. 
Untuk mengurangi biaya transaksi perlu untuk mening-
katkan penerimaan melalui peningkatan produktivitas 
dengan memperbaiki manajemen usaha ternak dan 
meningkatkan produksi susu dengan menambah 
jumlah sapi laktasi dan peningkatan skala usaha. Rata-
rata proporsi biaya transaksi terhadap total biaya 
produksi peternak anggota koperasi lebih rendah 
(2,72%) dibandingkan dengan yang bukan anggota 
koperasi (3,47%). Jika dilihat dari total biaya transaksi 
yang dihadapi oleh peternak sapi perah nilainya cukup 
kecil dan tidak mengganggu biaya secara langsung, 
namun nilai ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena 
dapat mengganggu kinerja usaha, terutama untuk usa-
ha ternak skala kecil. Biaya transaksi dapat meng-
hambat peternak untuk mengembangkan usaha dan 
mengganggu kinerja. Hal ini menjadi masalah bagi 
peternak sapi perah Indonesia karena didominasi oleh 
peternak skala kecil. 
Implikasi penting dari hasil penelitian ini dalam me-
ngurangi biaya transaksi implisit dan eksplisit adalah 
penguatan peran kelembagaan baik dari sisi mana-
jerial, sumber daya manusia maupun pendanaan. 
Lembaga koperasi harus mampu menghentikan biaya-
biaya yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan 
produksi susu dan keuntungan peternak. Koperasi juga 
harus mampu menyediakan input produksi bagi peter-
nak dengan harga yang lebih murah dibandingkan 
dengan harga dipasaran dan juga mampu memperkuat 
posisi tawar peternak terhadap IPS. 
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